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PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:
Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta
(Karyawan PT Katwara), tempat kediaman di Dusun Bringkang,
RT 012, RW 006, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti,
Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon,;
melawan
Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta
(buruh pabrik), tempat kediaman di Dahulu di Dusun
Mojotengah, RT 014, RW 006, Desa Mojotengah, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui
keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala
Desa Mojotengah Nomor : 471/01/437.111.03/2024, tertanggal
04 Januari 2024, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;
Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2024
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gresik, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 04 Januari
2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 29 Januari 2021, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaiman
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Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/ 051/1/2021, tanggal 07
November 2023;

2.  Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan
Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
tinggal bersama terakhir dirumah Termohon dengan alamat Dusun
Mojotengah, RT 014, RW 006, Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti,
Kabupaten Gresik; selama 2 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2022 rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
b. Termohon tidak taat pada Pemohon, kalau dinasehati Pemohon,
Termohon selalu membantah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak
tanggal 02 September 2023 yang lalu, yang akibatnya Termohon pergi
tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 4 bulan;

7. Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah
kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan
kewajibannya sebagai seorang istri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon
antara lain kerumah orang tua Termohon, namun mereka menerangkan
bahwa Termohon tidak pernah pulang karena di taiwan sampai saat ini
dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
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10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang
hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan
patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 04 Januari 2024 dan
05 Februari 2024, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan
alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka
Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan
maksud permohonan Pemohon tersebut dengan tambahan Pemohon
menyatakan merubah posita pada no 6, Pemohon dan Termohon berpisah
rumah sejak bulan Februari 2023 dan Termohon pergi ke Taiwan pada bulan
September 2023;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan
hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib
pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di
persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudianto (Pemohon), Nomor
3516172609860001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menganti Kabupaten Gresik Provinsi
Jawa Timur, Nomor 0051/ 051/1/2021 Tanggal 07 November 2023. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nuraji, Nomor
3525130811084616 Tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rudianto (Pemohon), Nomor
471/01/437.111.03/2024, Tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh
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Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1 . Sutiono bin Suparto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Dusun Kemorogan RT.006/RW.008, Desa Pranti,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan
menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
sah, (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang
yakni, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh
Pemohon dan diketahui saat ini Termohon berada di Taiwan;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian
Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim
kabar dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang
tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan
Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar

menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;
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2 . Nurul Hidayat binti Uman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Dusun Buyuk RT.13/RW.06, Desa Bringkang,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan
menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
sah, (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang
yakni, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh
Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon diketahui
berada di Taiwan, sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun;

- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim
kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang
tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar
menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan
mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya,
maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut
hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara
jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir
pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh
karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130
HIR junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; ;
b. Termohon tidak taat pada Pemohon, kalau dinasehati Pemohon, Termohon
selalu membantabh;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap
di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan
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apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan
dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak
keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),
hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz Il
halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai
berikut:
P ol lsh oaladl go sl Al o 018 s Al g e o stuzl
Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib
(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang
telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-
alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon
telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang
dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan
Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga
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antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon saat ini tidak diketahui
keberadaan dan alamatnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon
tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian
Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang
lebih 1 tahun, sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar
ataupun nafkah kepada Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya secara
jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,
didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan
keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-
saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan
Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah
memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang
diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah, (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
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- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian
Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga
sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim
kabar, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan
mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, dan menanyakan kepada
teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan
Termohon;

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon
agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar
diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang
dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian
terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta
pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukan diantara mereka sudah tidak
ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi
dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah
tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah
tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaiamana maksud
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al Qur'an Surat
Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (Feitelijk VVermoeden)

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
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pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena
itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan
Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan hati kedua belah
pihak telah pecah pula oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang
telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk
hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang
kuat (mitsagan ghalidhan) dimana untuk memutuskan tidak bisa diukur
dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dikarenakan fakta kejadian
yaitu kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud
dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak
baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan
datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil
Al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

‘Y y y g o s s 15 ry 1!
._.Lwa-\‘., Tl 3l ‘j,f"". sy ._,\.J.A iy )

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang
baik™;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah
bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena
dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum,
maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat ketentuan hukum syari dan pasal-pasal perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak
satu roj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan
Agama Gresik;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini

dihitung sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8
Zulgaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARNO, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dra. JURAIDAH Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.
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Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 390.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)
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